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Pemerintahan K ota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka
pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sgjak 2011, ternyata masih ditemukan beberapainformasi
yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketainformasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang K eterbukaan
Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode
pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Implementasi kebijakan
keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 di Pemkot Depok belum menggunakan
sumberdaya dan struktur birokrasi, disamping masalah dalam komunikasi kebijakan dan disposisi
pelaksanaanya. Pelaksanaan UU tersebut juga terhambat pada proses penegakkan hukumnya.

The City Government of Depok is one of the public institution that has appointed PPID in the framework of
the implementation of the KIP Act. After the emergence of the PPID since 2011, it still found some
information that has not been published according to KIP Act and many of information dispute. This
research ams to explain policy implementation of Act No 14 of 2008 about the openness of public
information related to the public body responsibility in Depok City Governement.

This research using a qualitative approach and it is akind of descriptive research with data collection
method in the form of deep interview, observation, and literature study. Policy implementation of the public
openess information based on the Act No 14 Year 2008 in Depok City Government haven’t used resources
and bureaucratic structure, beside policy communication matters and the disposition in practice. The
implementation of the Act also hampered in the process of law enforcement.
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